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___ BPKSULTENG
LHP Belanja Modal
Infrastruktur Diserahkan BPK

PALU - Badan Pemeriksa Keuangari: (BPK) -
‘Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada ak-
hir Semester II TA 2014, telah menyelesaikan pe-
meriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas
Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota
Palu, Pemkab Tojo Unauna, Banggai, dan Pemkab
Parimo.. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terse-
but diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK selaku -
Penaniggungjawab Pemeriksaan, M. Bayu Sabartha -
bertempat. di Aula Kantor BPK RI Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (23/12). i

Kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK Sulteng,
Dayu Sandra Tiurma Uly dalam siaran persnya ke-
marin, mengatakan hasil pemeriksaan BPK atas be-
lanja modal Infrastruktur menyimpulkan bahwa
sistem pengendalian intern dalam pengelolaan be-
lanja modal infrastruktur belum dilaksanakan se-
cara memadai serta belum sepenuhnya dilaksan-
an sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Adapun kelemahan atau penyimpangan yang ter-
jadi antara lain masih ditemukan adanya kekuran-
gan volume hasil pekerjaan fisik belanja modal in-
frastruktur, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan
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spesifikasi teknis yang diper-
syaratkan = dalam kontrak,
kelebihan volume Rencana
Anggaran Biaya(RAB) dengan
pelaksanaan pekerjaan, dan
keterlambatan  penyelesaian
pekerjaan oleh penyedia jasa.
Selain itu kegiatan pemban-
gunan infrastruktrur yang be-
lum memperhatikan pengelo-
laan lingkungan lokasi quarry
sehingga mengakibatkan keru-
sakan lingkungan yang cukup
parah pada beberapa lokasi
galian.

Pada akhir sambutan, Kepala
Perwakilan M. Bayu Sabartha

berharap dengan adanya pe-

meriksaan BPK agar tercipta-
nya pengelolaan keuangan ne-
gara yang lebih baik. Dalam
UU No. 15 Tahun. 2014 ten-
tang Pemeriksaan pengelo-
laan dan Tanggung Jawab
keuangan Negara pasal 21
disebutkan bahwa Lembaga
perwakilan ~menindaklanjuti

hasil pemeriksaan BPK den-
gan melakukan pembahasan
sesuai - dengan kewenangan-
nya dan DPR/DPRD dapat me-
minta Pemerintah untuk me-
lakukan tindak lanjut hasil

pemeriksaan. .
Selain pemeriksaan  atas
Belanja Modal Infrastruktur ter-

sebut, BPK juga menyerahkan
pemeriksaan atas Kinerja pada
ULP Kabupaten Sigi, Pelayanan
Kesehatan pada RSUD Morowali
dan RSUD Buol, serta Perizinan
Poso dan Perizinan Tolitoli.
Hasil pemeriksaan  pa-
da pada Kinerja Pelayanan
Kesehatan = pada . RSUD
Morowali dan RSUD Buol
menunjukkan ‘bahwa. pelay-
anan rawat inap kurang efek-
tif dalam aspek perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi, Kesimpulan tersebut
didasarkan pada hasil pemer-
iksaan yang mengungkapkan
beberapa kelemahan yaitu
perencanaan pemenuhan ke-
butuhan sumber daya manu-
sia yang tidak sesuai prosedur,

pengendalian kesehatan ling-
kungan pada pelayanan rawat
inap yang belum memadai,
serta komite medik yang be-
lum melaksanakan fungsi au-
dit medik sesuai dengan uraian
tugas dan pedoman yang telah
ditetapkan.

Sedangkan terkait
Pemeriksaan Terhadap Kinerja
Unit Layanan Terpadu (ULP)
Kabupaten - Sigi, hasil pemer-
iksaan = BPK menylmpulkan'
bahwa pengelolaan ULP ti-
dak didukung dengan kebi-
jakan yang utuh, komperhen-
sif dan transparan. Hal ini juga
tidak didukung dengan sistem
yang terintegrasi dan alikasi
sumber daya yang memadai.
Ketidakjelasan kebijakan dan
lemahnya sistem pengendalian
intern pada ULP Kabupaten
Sigi memberikan peluang ter-
jadinya kesalahan dalam pros-
es pemilihan penyedia barang
dan jasa. Hal tersebut men-
gakibatkan pelayanan = ULP
Kabupaten Sigi menjadi kurang
efektif. (nhr/*)




